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TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna 
memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan 
usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui 
pemungutan retribusi izin trayek; 
  

  b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek 
Penumpang Umum Angkutan Darat dalam Kabupaten Ogan 
Komering Ilir perlu disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Izin Trayek; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembar Negara RI Nomor 1821); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4844); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4438); 
 
 



  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5625) 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4578); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 

dan 
BUPATI OGAN KOMERING ILIR 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
5. Trayek penumpang umum angkutan darat, yang selanjutnya disebut trayek adalah 

jalur atau jurusan dari suatu tempat tertentu ke tempat lain untuk mengangkut 
penumpang. 

6. Retribusi izin trayek, yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut 
atas penerbitan Surat Izin Trayek. 

7. Pelayanan Izin Trayek adalah pemberian surat izin trayek atau kartu izin trayek 
atas kendaraan bermotor umum yang diberikan kepada Wajib Retribusi. 

8. Tanda pembayaran retribusi yang selanjutnya disingkat TPR adalah tanda retribusi 
berupa surat atau kartu izin trayek kendaraan bermotor umum angkutan 
penumpang. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

10. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan 
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda atau 
bunga. 
 

BAB II 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 2 

 
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut biaya atas pelayanan Izin Trayek yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah. 
 
 



Pasal 3 
 

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan 
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa 
trayek tertentu. 
 

Pasal 4 
 

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan 
dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut. 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

 
Pasal 5 

 
Retribusi Izin Trayek merupakan Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI 

 
Pasal 6 

 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan umum yang mendapat izin 
trayek. 
 

BAB V 
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
 

Pasal 7 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan 
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 
 

Pasal 8 
 

(1) Dasar penetapan retribusi berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diberi izin 
trayek. 

(2) Besarnya retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 

 a. Mobil penumpang umum otolet sebesar Rp35.000/kendaraan per tahun 
 b. Sedan taksi sebesar Rp40.000/kendaraan per tahun 
 c. Mobil bus umum dengan daya angkut sampai 18 orang sebesar 

Rp60.000/kendaraan per tahun 
 d. Mobil bus umum dengan daya angkut lebih dari 18 orang sebesar 

Rp75.000/kendaraan per tahun 
(3) Selain biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya 

administrasi sebesar Rp10.000/kendaraan per tahun 
 
 
 
 
 
 


